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Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinto.ho.n Dnero.h (Lembo.run Negru-n Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5679); 

~- llncfang-llncl:mg Nomor ::10 T1<hnn ?.014 tenf;:ing 
Administrasi Pemerintahan 1l,embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Rc:pul:,Jik lrn.lum::::;ia Tal,uu 2008 Numur 58, Tw.uuaiiw1 
Lembaran Negara Republik bdonesia Nomor 4843); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2U0~ tentang 
Kctcrbukaan lnform.asi I'ublik (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tuhun 2001 tentang 
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di 
Indonesia; 

q _ Tnstn1ksi Pt-P.sirlen Nomor 
KebDakan dan Stralegi 
e-Gouemment; 

::I T;, h11n ?.00.3 Ten rnng 
Nasional Pengembangan 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 
28/PER/M.KOMlNF0/9/2006 tcntang 
Nama Domain go.id Untuk sirus 
Pc::rnc::1·wLaltau Pu:sal Llau Dac:rah; 

Penggunaan 
Web resmi 

11. Peratu.ran Menleri Kornunikasi dan Informatika Nornor : 
4l/PER/MEN.KOMlNFO/ 11(200'/ tem:ang 1:-'anduan 
Umum Tata I{elola Tekno!ogi Infonnasi dan Komunikasi 
Nasional; 

12. KepuLw;an Mcnu:ri Komunikasi dan Tnformasi Nomor : 
69A/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis 
Pembangunan lnfrastruktur Jaringan Sistcm Jnformasi 
Pemerintahan; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG MA.STER PLAN 
E-GOVERNMENT KABUPATEN PRINGSEWU. 



BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalaru Pt:ralun,.n Bupali wi, _),aug ui.waksuu uc11gau: 

l. Daerah adalah Kabupaten Pringse,vu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pringsewu. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintah oleh pemerint.ah daerah dan DPRD. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat OPD adalab Perangkat Daerah pada 
Pemerinta.h Kabupaten Pringsewu. 

5. Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten 
Pnngse'NU yang selanJutnya d1sebut Umas Kominfo. 

6. Kecamatan adal.ah wilayah kerja ca.mat sebagai 
Perangkat Daerah Kabupaten Pnngsewu. 

7. E-Gouemment yang selanjutnya di singkat E-Gov adalah 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
proses pcmeri.ntahan untuk mcningkatkan cfisiensi, 
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan. 

8. Tnfrastruktur adalah perangkat keras, pirar:ti Junak dan 
peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan 
bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung 
pelaksanaao e-gouemment. 

9. lnterope,·abilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau 
produk untuk bekerja sama ctengan sistem atau produ.k 
lain. 

lU. Keamanan lnformast adalah proteksi informasi dan 
sistcm inforrnasi dari akscs, pcnggunaan, penyebaran, 
pt-ngnh,ih::;n, gi,rnggwrn, Mau ~nghancuran nlP-h pihak 
yang Lidak berwenang. 

11 Audit adi:,.J.ah evaluasi terhadap siscem, proses, prngmm, 
dan produk dalrun rangka untuk memastikan 
keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan 
srandar yang berlaku. 

12. Nama Domain adalah alamal internet dari seseorang, 
perk:umpuian, organisasi, bacta.n usaha, atau instansi 
pemerintah yang dapat d.igunakan untuk 
herkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau 
susunan karakter yang bersifat unik. 



13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang 
cligunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan 
mekanisme kerja yang mend ukung pelaksanaan 
e-govemment. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjurnya disingkac APBD adalah rencana keuangan 
Lahunon Pemeri11to.h Da.eroh yo.ng dibnhus da.n disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
clitetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAA 

Pasal 2 

Maksud ctitetapkannya pedoman pembanguoan 
E-Gou adalab untuk mcngatur pemanfaatan tek:nologi 
informasi clan komunikasi cli lingkup Pemerintahan 
Kabupaten Pringsewu. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan E-Gov adalah: 

a. meoingkatkan elisiensi, efektilitas, transparansi dan 
akuntabilitas penyeienggaraan pemerintahan: 

b. menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good 
goveman.ce) da.n meningkalkan pelayanan publik; 

c. untuk: kesamaan pemabaman, keserempakan tindak 
dan keterpaduan langkah dari selu.-uh OPD di lingkup 
Pemerinf-R h Ka hupa t.f:n Pringsc>vru. 

BAB III 
RUANG LINGKUP DAN SASARAN 

PasaJ 4 

Ruang lingkup pelaksanaan E-Gov adalah penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkungan PemerinLali Kabupaten 
Pringsev,:u. 

Pasal 5 

Sasa.ran pelaksanaan E-Gov adalah sebagai berikut: 

a . pembentukan jaringan informasi dan transaksi 
pelayanan puolik yang berkualitas dan terjangkau; 

b. pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha 
untuk meningkatkan clan memperl,.-uat kcmampuan 
perekonomian me,nghadapi perubahan drui persaingan 
perdagangan mternasional; 



c. pembentukan mekanisme konnmikasi antar lembaga 
pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi 
masyarakat dalam proses pemerinta.ho.n ; don 

d. pembentukan sisu:m manajcrm:n tlan proses ke1jct ya11g 
transparan clan efisien serta memperlancar transaksi 
dan layanan antar lembaga pemerintah. 

BAB TV 
PELAKSANAAN E-GOV 

Bagian Kesatt1 
Kebijal<an 

Paso.I 6 

(1) Pelak:sanaan E-Gov di setiap OPD harus mengacu dan 
selaras dengan Master Plan Teknologi Informasi 
Kabupatcn Pringsewu dan ketentunn Pemlt..-ran 
Penmdang-undangan yang berlaku. 

('..!) Pelaksanaan E-Gov yang dilakukan oleh masing- masing 
OPD scsuai dcngan tugas pokok dun fungsinyo, 
dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo dan OPD lain 
yang terkait. 

(3) Pcngcmbangan dan pelaksanaan E Gov di masing 
masing OPD dievaluasi secara berkala oleh Dinas 
KOM1NFO. 

(4) Sumber pembiayaan do.lam pengembo.ngon don 
pelaksanaan E-Gov dibiayai dari APBD Kabupaten 
Pringsewu. 

tlagian Kedua 
lnfrastruktur 

Pasal 7 

(1) Infrastruktur yang diguna.kan untuk pelaksanaan 
E-Gov pada OPD harus sesuai dengan standar 
interoperabilit.as, standar keamanan informasi, dan 
ketentuan yang clikeluarkan oleh Menteri Komu.nikas1 
dan lnformatika. 

(2) Infrastruktur yang digllllakan untuk pelaksanaan 
E-Gov pada OPD harus dapat dipenksa kesesuaian 
fungsinya olch Dinas Kominfo. 

(3) Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyediakan pusat 
data terintegrasi beserta fusilitas pendukungnya yang 
d.i.koorclinasikan o1eh Dina& Korninfo. oro mcnyccliakan 
pusat data terintegrasi, mengac.u keparli:i srnnrl;:ir 
interoperabili:t.as, standar keamanan informasi, dan 
ketentuan yang clikeluarkan olch Menteri Komunikasi 
dan lnformatika. 



(4) Situ:; web OPD hwu:; ueriu<luk paua :;alu portal irn.luk 
resmi Pemerinrah Kabupaten Prmgse""-u sebagai Sub 
Domain yang beralamaL di www.prinqsewukab.qo.id. 

Bagian Ketiga 
Apllkasi 

Pasal 8 

(1) Aplikas1 E-Gov terdiri dari aplikas1 dasar yang bers1tat 
umum, aplik.asi standar nasional, dan aplikasi spcsifi.k, 
yang ketentuannya dikeluarkan okh Menteri 
Komu.nikasi dan Informati.ka. 

(2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan 

(3) 

E-Gou pada OPD harus memenun1 standar 
interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan 
ketenwan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi 
dan lnformatika. 

Aplikasi yang digunakan untuk 
E-Gov pada OPD harus dapat diperiksa 
fungsinya oleh Dinas Kominfo_ 

pelaksanaan 
kesesuaian 

(4) OPn yang membang1.1n aplikasi untuk rnenunjang 
pelaksanaan E-Gou de.ngan meng_11;1.rnakan dana APBD 
harus memastikan bahwa h a k cipta tennasuk hak 
pakai, hak ubah , hak menggandakan, da.n hak 
distribusi o.plikosi tersebut menjo.di n1ilik Pemerinta.h 
Kabu paten Pringsewu. 

(5) OPD wajib menyediakan aplikasi standar nasional 
scsuai dcugan tugas pokok dan fuugsi. 

(6) Apabila aplikasi standar nasional sebagain:iana 
dimaksud ayat (5) melibatkan lebih dari satu OPD, 
maka harus koordinasi dengan Dinas Kominfo. 

(7) Aplikasi standar nasional sebagairoana dimaksud pada 
ayat (5) beserta setw-uh doh.-umentasi pendukungnya, 
dan perubahannya wajib diserahkan ke Dinas Kominfo. 

(8) Aplikasi cfasar yang he.rnifat 11mnm clisP.rli::ilrnn nlt>h 
Dinas Kominfo. 

(9) ApUkasi yang bersifal spesifi.k diatur sesuai denga.n 
kelen tuan yang d.ikeluarkan o leh Menteri Komunilmsi 
dan lnformatika. 

JU) Penyrrnpanan aplikasi standar nasional dilakukan 
dalam repositori yang dikelola o leh Dinas Kominfo. 



Bagian Keempat 
Oata dan lnformas1 

Pasal 9 

(1) OPD wajib rnenyecliakan data dan informasi yang 
tliptrlukan dalam pdak~am.an E-Gov unLUk kep<::rluan 
internal dan ekstemal sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

('..:!) OPO waJ1b menJa.a:un keamanan, kerahas1aan, 
ketcrkinian, a.lnu-asi, dan kcutuhan data dan informasi 
sesuai dengan standar dan ketencuan yang dikeluarkan 
oleh Menteri Komunikasi dan lnformatika. 

(3) Su-uktur ti= formal data yang tli15UI1akar1 harus 
memenuhi standar mteroperabilit:as dan ketentuan yang 
berlaku secara nasional. 

(4) OPD wajib rnenyediak:an standar data nasional S<::suai 
dcngan tugas pokok dan fungsi yang mclckat pada OPD 
tersebut. Apabila melibatkao lebih dari satu OPD. maka 
perlu koordinasi dengan Dinas Kominfo; 

Hagian Kellina 
Sumbcr Daya Manuaia 

Pasal 10 

(1) OPD wajib n1e11yediaka11 sumbe1 daya ma.nusia untuk 
rnendukung pelaksanaan E-Go11 sesuai dengan standar 
dan ketenruan yang berlaku. 

(2) OPD wajib mela.kukan upaya peningkatan pengetahuan 
-dnn ketrrunpilnn y!lng diperlukan untuk mendukung 
pclaksanaan E-Gov. 

(3) Standar kompetensi sumber daya manus1a untuk 
ruendukung pelaksanaru1 E-Qoc, ditetapkan oleh Mentcri 
T<omt1n1lc~si dan lnformatika 

Bagian Keenam 
Kelembagaan 

(1) Dinas KOMTNFO mengkoordinasikan pelaksanaan 
E-Gov di masing-masing OPD. 

(2) OPD yang melaksanaan E-Gov m~miliki unit kerja 
sesuai dengan sta.ndar dan ketentuan yang berlaku dan 
bertanggung jawab Jangsung kepada pimpinan instansi. 



(3) Togas dan rungsi unit kerja di bawahnya mengikuti 
:iton.dar dno ketentuo.n yang berlalru. 

Bagian Kelujuh 
Tata Kelola 

PRAAl ' ? 

11) Pelaksanaan E-Gav mengacu pada ketenruan tata ketola 
teknologi informa31 dan :.-.omunikasi yang bcrlaku dan 
Atanc!Ar yang ditetapkan oleh Menteri Komurtikas1 dan 
Informatika. 

12) TaUi kt:lula. teknolu~i infurma::u <lan kun1un.iki:t:s1 Ui:lliilll 
pelaksanaan E-Gov diperiksa kesesuaian 
pelaksanaannya oleh Dinas Konrinfo. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal · 3 

~raLU1c.11 Bupali uli mula, bc1laku pada ta.nggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati rm den~ 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pringsewu 

Diundangkan d1 Pringsewu 
pada to.ngga.l 

'.)itetapkan di Pringsev.'1.1 
pada tanggal 

BUPATI PRlllGSEWU. 

dto 

SUJADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE:N PRINGSEWU, 

dto 

ABUDlMAN PM 

BERJTA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringi:ewu : http: //jdih.pr ingsewukab.go.id / 
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